WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

- PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan sudah tidak sesuai dengan
dinamika kebutuhan, maka perlu dilakukan perubahan
sesuai Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan

Perdes_aan Dan Perkotaan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan

Jawa Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun




1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-UndangNomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);




10.

11.

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i9
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398}; _
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang — Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang |
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3243 );

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang
Tata Cara Pemeriksaan dibidang Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3339);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan
Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Pengahapusan Piutang Negara Atau Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

" Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Pengahapusan Piutang Negara Atau Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6119);
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Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norrior
4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5883);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan
Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017
Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);




31, Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota
Blitar Tahun 2014 Nomor 13), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 22)

MEMUTUSKAN :

7N Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal I
Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor
22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun
N 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan

Dan Perkotaan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka setelah angka 7,
sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota
Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
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Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan daerah dan / atau retribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar atau
sebutan lainnya yang mempunyai kewenangan memungut Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota
Blitar atau sebutan lainnya yang mempunyai kewenangan
memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah atau Kepala
Perangkat Daerah yang menangani urusan pendapatan daerah
adalah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
serta dalam beberapa ketentuan dalam peraturan ini disebut
dengan Dinas

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Blitar.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau yang
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan / atau Bangunan
yang dimiliki, dikuasi, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau
laut.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang
selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang
selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan / atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai ,
dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang

selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
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badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan
dikenakan kewajiban membayar pajak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN]),
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya
disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran
tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai
Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual
Objek Pajak Pengganti.

Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona
geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai
satu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas
penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah
administrasi desa/kelurahan yang tidak terikat kepada batas blok.
Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) adalah Daftar yang

dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan
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berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen
utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya
komponen fasilitas bangunan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
Kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
Saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian
Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan, mulai dari
penghimpunan data objek, dan subjek pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak sampai pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat
SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk
memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS
adalah Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang
masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Nomor Objek Pajak (NOP) adalah Nomor identifikasi objek pajak
(termasuk objek yang yang tidak dikenakan pajak yang mempunyai
karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam

satu wilayah administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan.
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Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari
pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan /atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundangan-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam,
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, surat ketetapan pajak
daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat
ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan
pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat
tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan atau surat
keputusan keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas
keberatan, terhadap surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang
bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat
ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih
bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

Surat Keputusan Pengurangan adalah surat keputusan atas
pengurangan terhadap Surat Pemeberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data,keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi daerah dan /atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk

melaksanakan Pemeriksaan.
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Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak.

Penyusutan adalah berkurangnya nilai bangunan yang disebabkan
oleh keusangan/penurunan kondisi fisik bangunan.

Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh,
mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan
subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Kuasa adalah surat yang didalamnya berisi peralihan
wewenang dari seseorang kepada seseorang yang lain dengan
bermaterai cukup.

Tim Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Blitar atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh
Walikota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk
melaksanakan pemeriksaan pajak.

Penelitian Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Dinas.
Penelitian Lapangan adalah Penelitian yang dilakukan di tempat
kedudukan,di tempat objek pajak, tempat kegiatan usaha, tempat
tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas.
Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Dinas.
Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di
tempat kedudukan,di tempat objek pajak, tempat kegiatan usaha,
tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh
Dinas.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah
laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan
yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai
dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk
sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang
tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan perpajakan.
Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota
untuk penagihan Pajak Daerah.

Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut

ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
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Pasal 18

Ketentuan pasal 18 ayat (2) huruf b diubah, sehingga pasal 18 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 18

Pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada wajib pajak karena:

a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan
subjek pajak; dan

b. karena sebab-sebab tertentu lainnya yaitu dalam hal objek
pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan subjek

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai

berikut :

a. Untuk wajib pajak orang pribadi meliputi :

1) Objek pajak pribadi dan subjek pribadi yang mendapat
gelar kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI atau
Veteran Pembela Kemerdekaan RI, atau janda/dudanya.

2) Objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/
perkebunan/ peternakan dengan penghasilan rendah atau
sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau
dimanfaatkan oleh wajib pajak.

3) Para pensiunan yang tidak mempunyai penghasilan lain
dan terbatas.

4) Objek pribadi untuk masyarakat tidak mampu.

5) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang
penghasilannya rendah yang nilai jual objek pajaknya
permeter perseginya meningkat akibat perubahan
lingkungan dan dampak positif pembangunan.

b. Untuk wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan
kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya, sehingga tidak
dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.

c. Untuk Rumah Sakit Swasta yang :

1) Terdaftar pada Dinas Kesehatan Kota Blitar sebagai Rumah
Sakit Penyelenggara BPJS.

2) 50% dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien

tidak mampu.
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3) Bukan Rumah Sakit Swasta Pemodal yang didirikan oleh
suatu badan yang berbentuk Perseroan Terbatas.

(4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, tanah longsor, dan peristiwa alam lainnya.

(5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit

tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Ketentuan pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 25

(1) Walikota memberikan Keputusan atas permohonan pengurangan
pajak terutang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterimanya permohonan pengurangan dari Wajib Pajak.

(2) Walikota dapat mendelegasikan penandatanganan keputusan atas
permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Kepada Kepala Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset
Daerah

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa
mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah
lewat dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan
pengurangan tersebut dianggap dikabulkan dan diterbitkan
keputusan sesuai dengan permohonan pengurangan dari wajib
pajak.

(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
berdasarkan hasil penelitian kantor dan atau penelitian lapangan,
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penelitian Kantor untuk permohonan pengurangan PBB-P2
yang diajukan wajib pajak orang pribadi, atau badan dengan
ketetapan kurang dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b. Penelitian lapangan untuk permohonan pengurangan PBB-P2

yang diajukan Wajib Pajak orang pribadi atau badan dengan

5
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ketetapan sama dengan atau diatas Rp. 500,000,- (lima ratus
ribu rupiah).

(6) Wajib pajak yang sudah diberikan suatu keputusan pengurangan
tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT
atau SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang sama.

(7) Contoh Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XVII Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

~~ Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 28 Mei 2020
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.
SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 28 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Rudy Wijonarko
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

/o

AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008
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